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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17

Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Moi di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2017 Nomor 10);

- Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman

Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat
Hukum Adat Moi di atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten
Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten
Sorong;

b. melakukan Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat di
Kab upaten Sorong;

c. melakukan rapat koordinasi; dan

d. panitia Masyarakat Hukum Adat melaporkan pelaksanaan
kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sorong.

Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaiman:
dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melibatkan wunsur
Akademisi, Pakar Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyara

dan Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN 3UPATI SORONG

N
OMOR 224 / KEP. 408 / XI / TAHUN 2021
TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG

SUSUNA
N PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG

N NAMA/JABATAN POKOK DALJAASPE;I:;IP;TIA
d 2 e
1. | Bupati Sorong Pengarah
2. | Wakil Bupati Sorong Pengarah
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Ketua
e e e Sekretais
5. ﬁ:ﬁ;;na Eilmstziréiznan dan Perekonomian Sekda Anggota
6. IS(EII-)(;I; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Anggota
7. |Regla Dinas Tenaman Panger, Borsilim den | ngaota
8. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Anggota
9. | Kepala Bapperlitbang Kabupaten Sorong Anggota
10. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Anggota
—171.— ;é;—;;Bagian Hukum Kabupaten Sorong Anggota -
12. | Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Unit II Sorong Anggota
13. | Kepala Distrik Se-Kabupaten Sorong Anggota
14. | Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Anggota

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN nukumb-

PEMBINA w
NIP. 19781122 200
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG
BAGIAN HUKUM

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS Il KM. 24 SORONG  TELP. (0951) 325852 — 325853

-
TANDA TERIMA SURAT
Telah diterima dari : | BUPATI SORONG
Nomor Surat/SK : 224 / KEP.408 / XI /TAHUN 2021
Perihal/Tentang : | PANITIA'  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT
KABUPATEN SORONG

Kepada : | GENERASI MUDA MALAUMKARTA (PGM)
Hari Tanggal/Jam Terima :

Yang Menyerahkan Yang Menerima

<
AREN I, S.H /a
PENATA MUDA TK.I1II/b
NIP. 19720322 200312 1 007
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